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RINGKASAN 

 

Pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi merupakan tahap 

yang sangat penting, tahap ini merupakan perwujudan dari hukum yang tidak 

nampak menjadi sesuatu yang nyata. Selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi 

telah melaksanakan tahap tersebut. Namun ternyata tidak satupun peraturan 

perundang-undangan mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 

melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. 

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain : mengetahui 

pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar prinsip Due Process of Law atau tidak; 

mengetahui kebijakan formulasi pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan 

datang. 

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dilakukan dengan cara 

mengkaji/menganalisis bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau 

norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur 

mengenai kehidupan manusia.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan 

tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan 

prinsip Due Process of Law, yang selanjutnya perlu kebijakan formulasi berupa 

pengembalian kewenangan melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana 

korupsi kepada Lembaga Kejaksaan RI. 

Kata Kunci :  Due Process of Law, Pelaksanaan Putusan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi. 
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SUMMARY 

 

Implementation the Decision of Corruption Court is a very important stage, 

this stage is the embodiment of the law what does not appear to be something 

real. During the Corruption Eradication Commission has conducted the stage. 

But apparently none of the legislation regulating the Corruption Eradication 

Commission is authorized to implement the decision of Corruption Court. 

Problems and research purposes are taken include: knowing the 

implementation of court corruption conducted by the Corruption Eradication 

Commission violated principles of due process of law or not; determine policy 

formulation implementation of corruption court committed by the Corruption 

Eradication Commission in the future. 

The thesis have the character of normative juridical, it is done by  

studying/analyzing the secondary data in the form of law, particularly, both 

primary and secondary laws by understanding those as a rule set or positive 

norma within legislation system regulating about mankind lives. 

The results of this research indicate that the implementation the decisions of 

corruption cort by the Corruption Eradication Commission contrary to the 

principles of Due Process of Law, which further needs to be policy formulation, 

including the return of authority to implement the decisions of corruption court  to 

the Prosecutor of The Attorney of the Republic of Indonesia. 

Key Words :  Due Process of Law, Implementation the Decision of 

Corruption Court, Corruption Eradication Commission 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah komisi di Indonesia yang dibentuk 

pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di 

Indonesia, mendukung lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada sebelumnya yakni Kepolisian 

dan Kejaksaan dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap 

upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
1
 

Dari seluruh tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi terurai 

suatu sistem peradilan pidana dan proses penanganan tindak pidana korupsi oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi, namun terdapat satu lembaga atau satu proses 

(yang sangat penting menurut penulis) yang terlupakan yakni mengenai 

pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Tidak ada satupun 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan 

pengadilan sebagai bagian yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana dan 

proses penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai lembaga Super Body institusi 

penegak hukum kejahatan korupsi telah mendapatkan pembenaran yuridis, 

sehingga kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi umumnya cenderung 

menimbulkan kontroversial dalam praktek penegakan hukum kejahatan korupsi di 

tingkat lapangan. 

                                                           
1
  Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa,  hal. 141. 

Penafsiran historis adalah dilakukan bersandar pada riwayat pembentukan undang-undang. 


